
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS

NOMOR : 57 TAHUN 2002 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 35 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN JASA SARANA DAN

PRASARANA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,|
Menimbang a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi
sumber pendapatan asli daerah ;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab ;
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c. bahwa dalam rangka meningkatkan f
pengembangan kepariwisataan perlu didukung |
oleh jasa sarana dan prasarana, baik di dalam |

diluar lokasi objek wisata ;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana
c di atas, maka

Daerah Kabupaten
Jasa Sarana

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Hldup (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemeiintah Pusatdan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor
tentang Pelaksanaan Kitab

maupun
d. bahwa

drmaksud pada huruf a, b dan
perlu menetapkan Peraturan “

Nias tentang Retribusi Penggunaan
dan Prasarana Kepariwisataan ;

: 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran j
Negara Nomor 1092); \

2. Undang-undang Nomor
Undang-undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990
, Tambahan Lembaran Negara

Mengingat

27 Tahun 1983
Undang-undangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun1983 Nomor 36, TambahanNomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990tentang Pengendalian Pencemaran Air(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993tenUuig Analisa Mengenai Dampak Lingkungan(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000tentang Kewenangan Pemerintah danKewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001tentang Pembinaan dan Pengawasan atasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Tahun

8 Tahun 1981 tentang
Lembaran NegaraKitab

Nomor
Nomor 3427);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran j
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan i

Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana ;
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak I

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara j
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048); !
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8
Tahun 1993 tentang Penghunjukkan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah yang memuat ketentuan Pidana
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993
Nomor 14);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Keija Dinas Daerah Kabupaten Nias
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001
Nomor 11) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

12. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969
tentang Pedoman Pembinaan Kepariwisataan
Nasional ;

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

14. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi Nomor KM 74/PW.105/MPPT-
85 tentang Peraturan Pondok Wisata Jo.
Keputusan ' Menteri Pariwisata, Pos dan

Nomor

I
?

I
I
i

I
1
i

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NLAS

IKMTelekomunikasi
104/PW.105/MPPT-89 ;

15. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi Nomor K3/PW.003 tentang
Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Retribusi Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Penerimaan Lain-lain ;

MEMUTUSKAN :

iflMenetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN J.ASA

PRASARANASARANA DAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
i. Daerah.adalah Kabupaten Nias ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;
t. Kepala Daerali adalah Bupati Nias;

Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias ;

i

i .
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q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalahSurat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasiberupa bunga dan atau denda;r. Pemeriksaan

Pariwisata dan Kebudayaan jadalah Kepala Dinas
e. Kepala Dinas

Kabupaten Nias;
f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias;

g. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah

Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Nias;
h. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

spenggunaan sarana dan prasarana kepariwisataan yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan ;

i. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas

pelayanan penggunaan jasa sarana dan prasarana kepariwisataan ;

j. Sarana dan prasarana adalah sarana dan prasarana kepariwisataan yang

disediakan untuk kebutuhan pengunjung/'wisatawan, bade di dalain

maupun di luar lingkungan objek wisata ;

k. Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk

melakukan pemungutan retribusi ;
l. Surat Ketetapan Retribusi Daerali, selanjutnya disingkat SKRD adalali

adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi

yang terhutang ;
Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah

digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan

pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain

yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ;

n. Surat Ketetapan Retribusi Daerali Kurang Bayar, selanjutnya disingkat

SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya junilah

retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlali kekurangan

pembayaran pokok retribusi, besamya sanksi administrasi dan junilah

retribusi yang masih harus dibayar ;

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar

selanjutnya disebut SKRDKBT adalali Surat Keputusan yang j
menentukan tambahan atas jumlalx retribusi yang telah ditetapkan ; |

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat jkibyek Retribusi &
USa* ^

SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan jpdayanan dan it
* ^ SeCiap oran8 dan atau h A

I retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dan jiailc di dalam m*

3U njei*8gunakan sarana dan
3dan yan§ Inendapatkan

t i d a k s e h a r u s n y a t e r h u t a n g J n a u p u n***rlingkunganobjek^J313"3 kepan' ŝataan,

adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuanlain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan dibidang Retribusi;
s. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yangselanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan buktiyang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidangRetribusi yang teijadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DANWAJIB RETRIBUSI

Pasal 2
nama Retribusi Penggunaan Jasa Sarana dan PrasaranaKepariwisataan dipungut kepada setiap orang dan atau badanmenggunakan atau memakai jasa jasa sarana dan prasarana kepariwisataan,baik di dalam maupun di luar lingkungan objek wisata.

Pasal 3
Obyek Retribusi adalah jasa atas pelayanan dan atau penggunaaanIan prasarana kepariwisataan, baik di dalam mobjek wisata.

Dengan
m. Surat

Surat yang yang

sarana
aupuii di luar lingkunganTambahan,

pembayaran
retribusi yang terhutang atau
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Pasal 5

Wajib Retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalain Pasal

4 Peraturan Daerah ini.

a. Tarif Retribusi untuk sekali menggunakan/memakai lapangau
parkir dalam lingkungan objek wisata :
1. Kendaraan angkutan umum/bus dan sejenisnya Rp 1.500.-

Rp 1.000.-
Rp 500,-
Rp 500.-
Rp 500,-
Rp 250.-
Rp 500,-

2. Kendaraan roda empat
3. Kendaraan roda tiga bermesin
4. Kendaraan roda dua bermesinBAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggunaan Jasa Sarana dan Prasarana Kepariwisataan temiasuk

Golongan Retribusi Jasa Usaha.

5. Kendaraan roda tiga tidak bermesin
6. Kendaraan roda dua tidak bermesin
7. Angkutan tidak bermesin/kuda dan sejenisnya

b. Retribusi untuk sekali menggunakan/memakai MCK, baik di
dalam maupun di luar lokasi objek wisata :
1. Mandi
2. Buang air besar
3. Buang air kecil

BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggunaan Jasa Sarana

dan Prasarana Kepariwisataan adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan

jasa pelayanan pada penggunaan sarana dan prasarana kepariwisataan, baik

di dalam maupun di luar lingkungan objek wisata.

Rp 1.000,-
Rp 500.-
Rp 250.-

c. Retribusi untuk sekali menggunakan/memakai kolam renang
sejenisnya dan peralatan renang dan sejenisnya :
1. Kolam renang sejenisnya
2. Alat renang (ban) dan sejenisnya

Rp 500.-
Rp 500.-

d. Retribusi untuk sekali menggunakan/memakai pondok pancing dan
sejenisnya :
1. Pondok pancing
2. Tempat memancing tidak beratap dan sejenisnya Rp 500.-

Pasal S

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Penggunaan Jasa Sarana dan Prasarana

Kepariwisataan adalah untuk mengganti biaya pemeliharaan. perawatan dan

kebersihan sarana dan prasarana kepariwisataan.

Rp 1.000.-
e. Retribusi untuk sekali menggunakan alat transportasi air dan

sejenisnya :
1. BoaVperahu bermesin
2. Perahu tidak bermesin dan sejenisnya

Rp 1.000.-/orang
Rp 500.-/orang

Pasal 9

(1) Setiap orang, kendaraan yang menggunakan sarana dan prasarana
kepariwisataan. baik di dalam maupun di luar lokasi objek wisata

dikenakan Retribusi.
(2) Struktur dan besamya tarif Retribusi adalah ditetapkan sebagai

berikut :

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias.

8 9
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BAB Vi
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan
(2) Hasil pungutan

disetor oleh BKP ke Kas Daerah.

I 0)

Pasal 15
Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalarntanda bukti pembayaran.

Pasal 13 diberikar

Retribusi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 BAB VIII
SANKSIADMINISTRASI

Pasal 16I Dalarn hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya ataukurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %(dua persen) setiap bulan dari besamya retribusi yang terutang yang tidakatau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat TagihanRetribusi Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan'di Kas Daerah atau di tempat lain|
yang yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang j

ditentukan dalarn SKRD.
Dalarn hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka !
hasil penerimaan Retribusi hams disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam. *

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan Jjj
sanksi administrasi bempa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan jf
menerbitkan STRD. 1

'M

1

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17
(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaiawal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkansetelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.(2) Dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal SuratTeguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harusmelunasi Retribusinya yang temtang.(3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

. (2)

yang

segera

5Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi hams dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin'i

kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi temtang dalarn

jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan.
110.1
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BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan

pembebasan Retribusi.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasar

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
Keputusan Kepala Daerah.

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling
lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan
Keputusan, maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

'

swt
BAB XII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD
danSTRD.
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis Kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang
dihunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima.

I
(0BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN!
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ':

ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN
Pasal 19 »(3)

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKKDMim
dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tuli^R

hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturanj^®
perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau®
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikahjjffl

Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena®.

kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalaliannya.
(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau®

pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 0)>®

pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi®(j)
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan|M
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara®
tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang|Bp)
dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima®
SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan ®
meyakinkan untuk mendukung permohonaimya.

m
V

-1

BAB XIII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 21

Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan
pembaj’aran Retribusi.
Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas
kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan
terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga oleh Kepala Daerah.

12 13
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(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak J
atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan
pembayaran Retribusi selanjutnya.

BAB XVTATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANGRETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 25

;

Pasal 22 (0 Piutang Retribusi yang tidak mi(1) Dalaxn hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah - j
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, M (2) Kepala Daerahditerbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya |
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi .

(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat j
(1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB. |

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah |
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala 1
Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas|
keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

untuk

Retribusi Pnitang
dimaksud padaayat (l). !

BABXVI
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 26

I im pnaarna
m rnembayar Retribusi.

memakai saranaam maupun di luar objek wisata,Pasal 23

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan
dengan me'nerbitkan Surat Perintah rnembayar kelebihan Retribusi.

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diterbitkan
bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. A

BAB XIV
KADALUWARSA

Pasal 24

(1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu ;

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27
Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurunganselama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4(empat)kali retribusi terutang.TT:-J *

1(0

renagman Kemousi, jcaaaiuwarsa seieian meiainpaui jangKa wamu a* ( iciucang.

10 (sepululi) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali M ‘

^ ^ pidana sebagaimana
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. if dimaksud pada (1) adalah

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat|
(1), tertangguh apabila : |
a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau I
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik l

langsung maupun tidak langsung. I

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 28

* 15
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(1) Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : I
a. menerima, mencari, mengnmpulkan dan meneHti keterangan atau|

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agari
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan|
jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai|
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang .]
dilaknkan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau|
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ; 1

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen f
lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
pembukuan. pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta J
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanann tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang sescorang meninggalkan |i
rnangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa jl
sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana V

Retribusi ;
i. memanggil orang 'untuk didengar koterangarmya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan J

tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang |
bertanggungjawab;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pinyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik| Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang| undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.i

:

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan.Kebudayaan Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi/UnitTerkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

'3 .
Keija

bukti I Pasal 30
Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh KepalaDinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias.

Pasal 31
Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinatorRetribusi Daerah.

4

permmgutan

I BAB XXI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjangmengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Daerah.

Kepala

1M
j
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1
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 35 TAHUN 2002

Pasal 33

ulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan Daerah ini m

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
TENTANG

Nias. RETRIBUSI PENGGUNAAN JASA SARANA DAN
PRASARANA KEPARIWISATAAN

BIJPATI NIAS,
padatanggal IUMUM

iBerdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan
sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan balnea
penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, haul',
ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungniau
Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai nmataii
pembebanan masyarakat seliingga perlu dijaga agar kebijakan tersrbnl

: dapat memberikan beban yang adil.
; Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
t Pemerintalian Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Angg.iian
Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaiait
Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan .Asli Daerah yang antara lain
berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah sain
amber peinbiayaan penyelenggaraan pemerintalian dan pembangunnn

i Daerali, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat
Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mntupii
nengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

9
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BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli
da tanggal 20 September 2002
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SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN NIAS.

FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA

TAHUN 2002 NOMOR 57
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Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pasal 8
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi
peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan :
menetapkan jems Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan wisatawan yang
berkunjung di Kabupaten Nias, maka Pemerintah Daerah petto
menyediakan jasa sarana dan prasarana kepariwisataan, baik di dalam
maupun di luar kawasan objek wisata. j

Jasa atas pelayanan tersebut, maka Pemerintah Daerah memungut Retribnsr
Penggunaan Jasa Sarana dan Prasarana Kepariwisataan sebagai salah safd
sumber pendapatan asli daerah guna mendukung keberhasilan penvujudan
pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Nias.

Cukup jelas
Pasal 9

Ayat (l)
- Sarana dan prasarana di dalam objek wisata adalah sarana dan

prasarana yang ada di dalam kawasan objek wisata.
- Sarana dan prasarana di luar objek wisata adalah sarana dan

prasarana yang disediakan atau dibangun oleh Pemerintali
Daerah untuk kebutuhan kepariwisataan, seperti MCK dan
Shelter di tempat peristirahatan (stop over) jalan menuju ke
objek wisata.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas. r

Pasal 11i PASAL DEMI PASAL 6
Cukup jelas

Pasal 1
Pasal 12Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 2

Pasal 13Cukup jelas
Cukup jelas

Pasal 3 >asal 14Cukup jelas
Cukup jelas

Pasal 4 i Pasal 15Cukup jelas
Cukup jelas

Pasal 5
; Pasal 16Cukup jelas | Cukup jelas

Pasal 6
hsal 17Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 7

hsal 18Cukup jelas
Cukup jelas
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Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cutup jelas

Pasal 22
Cutup jelas

Pasal 23
Cutup jelas

iPasal 24
Cutup jelas

Pasal 25
Cutup jelas

Pasal 26
Cutup jelas

Pasal 27
Cutup jelas

Pasal 28
Cutup jelas

Pasal 29
Cutup jelas

Pasal 30
Cutup jelas

Pasal 31
Cutup jelas

Pasal 32
Cutup jelas Hi
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